
Zoning Text 

Zona : Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PB) 

SubZona : Resapan Air 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Budidaya Pertanian; 

 Reklame dan papan pengumuman; 

 Jaringan transmisi listrik dan pipa gas, kabel telepon, pipa air 

minum; 

 Prasarana lalu lintas air; 

 Bangunan pengambilan dan pembuangan air; 

 Bangunan pengendali banjir; 

 Jalan inspeksi sungai; 

 Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang, 

pondasi jalan dan/atau jembatan); 

 Pariwisata Alam 

1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dan tidak 

terbangun, terbatas pada areal datar dengan kemiringan 

tidak lebih dari 15%; 

2) Diizinkan untuk penyediaan jaringan jalan;  

3) Diizinkan untuk penyediaan dermaga dan/atau pelabuhan 

sungai serta bangunan penunjang alat transportasi. 

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang tidak 

mengganggu fungsi resapan air. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 25%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.  

 



c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 45% dari keseluruhan 

luas lahan sempadan. 

d. KTB  

Tidak diatur. 

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

- Ketentuan GSB mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak 

untuk bangunan perkerasan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

- 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

- 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Pembuatan sumur/kolam resapan;  

b. Penyediaan biopori;  

c. Vegetasi:  

 jenis vegetasi berupa tegakan tanaman yang mempunyai 

perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah. 

d. Utilitas Perkotaan:  

- 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan 

dan sumberdaya air. 

  



Zona : Perlindungan Setempat (PS) 

SubZona : Sempadan Sungai (PS-1) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Budidaya Pertanian; 

 Reklame dan papan pengumuman; 

 Jaringan transmisi listrik dan pipa gas, kabel telepon, pipa air 

minum; 

 Prasarana lalu lintas air; 

 Bangunan pengambilan dan pembuangan air; 

 Bangunan pengendali banjir; 

 Jalan inspeksi sungai; 

 Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang, 

pondasi jalan dan/atau jembatan), serta bangunan penunjang 

sistem prasarana kota; 

 Pariwisata Alam 

1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dan tidak 

terbangun, terbatas pada areal datar dengan kemiringan 

tidak lebih dari 15%; 

2) Diizinkan untuk penyediaan jaringan jalan;  

3) Diizinkan untuk penyediaan dermaga dan/atau pelabuhan 

sungai serta bangunan penunjang alat transportasi; 

4) Pengembangan fasilitas wisata dan rekreasi yang berupa 

bangunan dan fasilitas umum tidak diperkenankan berada 

di sempadan sungai.  

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang tidak 

mengganggu fungsi sempadan sungai; 

 Fasilitas labuh kendaraan (darat, sungai maupun udara) untuk 

kepentingan perorangan dan/atau perusahaan diizinkan 

terbangun seluas kebutuhan pendaratan tanpa bangunan 

penunjang lainnya. 



II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan sempadan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan atau 

perkerasan dan/atau tiang pancang pada sungai tidak bertanggul 

di dalam zona perkotaan sebesar minimal 10 (sepuluh) meter 

diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai ke dinding 

bangunan atau perkerasan; 

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan atau 

perkerasan dan/atau tiang pancang pada sungai tidak bertanggul 

di dalam zona perkotaan sebesar minimal 15 (lima belas) meter 

diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai ke dinding 

bangunan atau perkerasan; 

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan atau 

perkerasan dan/atau tiang pancang pada sungai bertanggul di 

dalam zona perkotaan sebesar minimal 3 (tiga) meter diukur dari 

tepi kiri dan kanan palung sungai ke dinding bangunan atau 

perkerasan; 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, 

diatur dalam siteplan yang disahkan. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

 

 



d. Tampilan bangunan 

Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona sempadan sungai, 

fasad menyesuaikan dengan fungsinya.   

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki dan/atau jogging track menyatu dengan badan 

jalan, dilengkapi dengan kursi taman yang tersedia dalam jarak 

tertentu. Untuk menjaga kualitas jalur pejalan kaki, disediakan 

lampu dan/atau penerangan jalan dekoratif yang letaknya 

menyesuaikan dengan penempatan kursi taman. 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona sempadan sungai diutamakan untuk ruang 

terbuka hijau.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

Dapat disediakan berupa terasering tempat duduk di sempadan 

sungai yang terletak di pusat kegiatan atau dekat dengan kegiatan 

komersil.  

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan dan jogging track pada sub zona 

sempadan sungai selebar tidak kurang dari 4 m;  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan 

dan sumberdaya air. 

 

  



SubZona : Sempadan Danau/Situ (PS-2) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Budidaya Pertanian; 

 Reklame dan papan pengumuman; 

 Jaringan transmisi listrik dan pipa gas, kabel telepon, pipa air 

minum; 

 Prasarana lalu lintas air; 

 Bangunan pengambilan dan pembuangan air; 

 Bangunan pengendali banjir; 

 Jalan inspeksi sungai; 

 Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang, 

pondasi jalan dan/atau jembatan), serta bangunan penunjang 

sistem prasarana kota.  

 Pariwisata Alam 

1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dan tidak 

terbangun, terbatas pada areal datar dengan kemiringan 

tidak lebih dari 15%; 

2) Diizinkan untuk penyediaan jaringan jalan;  

3) Diizinkan untuk penyediaan dermaga dan/atau pelabuhan 

sungai serta bangunan penunjang alat transportasi; 

4) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

5) Pengembangan fasilitas wisata dan rekreasi yang berupa 

bangunan dan fasilitas umum tidak diperkenankan berada 

di sempadan danau/situ.  

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang tidak 

mengganggu fungsi sempadan danau/situ; 

 Fasilitas labuh kendaraan (darat, sungai maupun udara) untuk 

kepentingan perorangan dan/atau perusahaan diizinkan 

terbangun seluas kebutuhan pendaratan tanpa bangunan 

penunjang lainnya. 



II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan sempadan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan atau 

perkerasan dan/atau tiang pancang pada danau/situ sebesar 

minimal 50 (lima puluh) meter diukur dari titik tertinggi pasang 

air danau/situ ke dinding bangunan atau perkerasan; 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, 

diatur dalam siteplan yang disahkan. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona sempadan 

danau/situ, fasad menyesuaikan dengan fungsinya.   

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki dan/atau jogging track menyatu dengan badan 

jalan, dilengkapi dengan kursi taman yang tersedia dalam jarak 

tertentu. Untuk menjaga kualitas jalur pejalan kaki, disediakan 

lampu dan/atau penerangan jalan dekoratif yang letaknya 

menyesuaikan dengan penempatan kursi taman. 

 

 



b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona sempadan danau/situ diutamakan untuk 

ruang terbuka hijau. 

  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

Dapat disediakan berupa terasering tempat duduk di sempadan 

danau/situ yang terletak di pusat kegiatan atau dekat dengan 

kegiatan komersil.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan dan jogging track pada sub zona 

sempadan danau/situ selebar tidak kurang dari 4 m;  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan 

dan sumberdaya air. 

  



Zona : Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

SubZona : Hutan Kota (RTH-1) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Selain kegiatan menanam tanaman, rekreasi dan olah raga, 

pembangunan fasilitas rekreasi, bangunan pemerintah untuk 

penyampaian informasi publik dan kolam retensi, dengan 

syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan hutan kota; 

 Bangunan penelitian dan pembibitan plasma nutfah, terbatas 

di areal yang diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan 

teknis; 

 Papan pengumuman publik terbatas di areal yang berbatasan 

langsung dengan areal publik dan/atau sub zona selain hutan 

kota. 

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Tidak ada 

 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 1. Jumlah 

lantai bangunan maksimal 1 (satu) lantai. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan sempadan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

 

 



III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 Tidak ada. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, 

diatur dalam siteplan yang disahkan. Untuk bangunan penelitian 

dan/atau rekreasi tidak lebih dari satu lantai. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona hutan kota, fasad 

menyesuaikan dengan fungsinya.   

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki dan/atau jogging track di areal yang berbatasan 

langsung dengan areal public selain hutan kota, dilengkapi dengan 

kursi taman yang tersedia dalam jarak tertentu. Untuk menjaga 

kualitas jalur pejalan kaki, disediakan lampu dan/atau penerangan 

jalan dekoratif yang letaknya menyesuaikan dengan penempatan 

kursi taman. 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona hutan kota diutamakan untuk hutan.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

Dapat disediakan di areal rekreasi dan wisata, bersatu dengan 

gerbang dan pintu masuk sub zona. 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan dan jogging track pada sub zona 

sempadan sungai selebar tidak kurang dari 1 m;  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 



 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan 

dan sumberdaya air. 

 

  



SubZona : Taman Kota/Taman Lingkungan (RTH-2) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Selain kegiatan menanam tanaman, rekreasi dan olah raga, 

pembangunan fasilitas rekreasi, bangunan pemerintah untuk 

penyampaian informasi publik dan kolam retensi, dengan 

syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan taman kota;  

 Bangunan penelitian dan pembibitan plasma nutfah, terbatas 

di areal yang diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan 

teknis; 

 Papan pengumuman dan/atau reklame terbatas di areal yang 

berbatasan langsung dengan areal publik dan/atau sub zona 

selain taman kota.  

  

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan olah raga;,  

 Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang 

dan pondasi jalan/jembatan umum dan/atau kereta api); 

 Jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, 

pipa air minum dan fasilitas umum serta permukiman 

berkonsep ramah lingkungan yang tidak mengganggu fungsi 

taman kota. 

c. Kegiatan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagai 

Proyek Strategis Nasional dan/atau semacamnya dimungkinkan 

secara terbatas dengan memperhatikan ketentuan intensitas 

bangunan pada peruntukan RTH Taman Kota. 

d. Pada peruntukan RTH dimungkinkan dialihkan ke lokasi lain 

dengan luasan yang sama atau lebih dengan eksisting yang 

jaraknya tidak lebih dari 1 (satu) kilometer dari lokasi peruntukan 

RTH yang digantikan, dengan syarat memperoleh persetujuan dari 

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Ketentuan 

intensitas bangunan menyesuaikan dengan intensitas bangunan 

di sekitarnya. 



e. Pada lokasi-lokasi yang terletak di daerah cekungan (di lokasi 

terdapat perbedaan kontur hingga setinggi 3 (tiga) meter), resapan 

air dan sempadan sungai dan/atau danau, peruntukan RTH tidak 

dimungkinkan untuk dialihkan. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 20% dari total 

luas lahan yang diajukan.  

Ketentuan KDB berlaku sebagai efektif kavling dan/atau Koefisien 

Wilayah Terbangun (KWT) pada area sub zona RTH taman 

kota/lingkungan. Besaran KDB di masing-masing kavling dalam 

kawasan permukiman tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) persen. 

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 1. Jumlah 

lantai bangunan maksimal 1 (satu) lantai. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan sempadan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 Tidak ada 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, 

diatur dalam siteplan yang disahkan. Untuk bangunan penelitian 

dan/atau rekreasi tidak lebih dari satu lantai. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona taman kota 

dan/atau lingkungan, fasad menyesuaikan dengan fungsinya dan 

berfungsi sekaligus sebagai landmark kota. 



IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki dan/atau jogging track di areal yang berbatasan 

langsung dengan areal public selain taman kota dan taman 

lingkungan, dilengkapi dengan kursi taman yang tersedia dalam jarak 

tertentu. Untuk menjaga kualitas jalur pejalan kaki, disediakan 

lampu dan/atau penerangan jalan dekoratif yang letaknya 

menyesuaikan dengan penempatan kursi taman. 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona taman kota dan/atau taman lingkungan 

diutamakan untuk ruang terbuka hijau.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

Dapat disediakan di areal rekreasi dan wisata, bersatu dengan 

gerbang dan pintu masuk sub zona. 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan dan jogging track pada sub zona taman 

kota/taman lingkungan selebar tidak kurang dari 2 m;  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan 

dan sumberdaya air. 

 

 

  



SubZona : Jalur hijau jalan (RTH-3) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Selain kegiatan menanam tanaman, penunjang fasilitas 

transportasi, jaringan transmisi listrik dan pipa gas, kabel 

telepon, penerangan jalan umum dan pipa air minum terbatas 

di jalan utama.  

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang 

dan pondasi jalan/jembatan umum dan/atau kereta api/LRT) 

dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH 

jalur hijau dan pulau jalan. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 20% dari total 

luas jalur hijau jalan pada satu trase yang diajukan.  

b. KLB  

- 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan sempadan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 Tidak ada. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, 

diatur dalam siteplan yang disahkan.  

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona taman kota 

dan/atau lingkungan, fasad menyesuaikan dengan fungsinya dan 

berfungsi sekaligus sebagai landmark kota. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki dan/atau jogging track di areal jalur hijau jalan 

yang bukan merupakan median jalan, dilengkapi dengan kursi taman 

yang tersedia dalam jarak tertentu. Untuk menjaga kualitas jalur 

pejalan kaki, disediakan lampu dan/atau penerangan jalan dekoratif 

yang letaknya menyesuaikan dengan penempatan kursi taman. 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona taman kota dan/atau taman lingkungan 

diutamakan untuk ruang terbuka hijau.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

Dapat disediakan di areal rekreasi dan wisata, bersatu dengan 

gerbang dan pintu masuk sub zona. 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan dan jogging track pada sub zona taman 

kota/taman lingkungan selebar tidak kurang dari 1,5 m;  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

 

 

 



e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan 

dan sumberdaya air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SubZona : Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi (RTH-4) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas 

pada ketinggian tertentu sesuai ketentuan teknis yang berlaku.  

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 pemakaman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi 

(bukan berupa bangunan), perparkiran dan kegiatan lain yang 

bersifat sementara dan tidak permanen dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total 

luas jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi pada satu trase yang 

diajukan.  

b. KLB  

- 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 Berlaku ketentuan garis sempadan; 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, 

diatur dalam siteplan yang disahkan.  

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

 Tidak diperkenankan bangunan kecuali yang berfungsi sebagai 

pos polisi, landmark kota dengan batas ketinggian tertentu. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

- 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona jalur hijau tegangan tinggi diutamakan untuk 

ruang terbuka hijau.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

- 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan. 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter. 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan. 

 

 

 

  



SubZona : Sempadan Rel Kereta (RTH-5) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas 

pada ketinggian tertentu sesuai ketentuan teknis yang berlaku.  

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, 

penempatan saluran drainase, dan gardu listrik serta utilitas 

kota yang tidak mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang 

jalur kereta api. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total 

luas jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi pada satu trase yang 

diajukan.  

b. KLB  

- 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

- 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan estetika kawasan, diatur 

dalam siteplan yang disahkan.  

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

 Tidak diperkenankan bangunan kecuali yang berfungsi sebagai 

pos polisi, landmark kota dengan batas ketinggian tertentu. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

-- 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona jalur hijau tegangan tinggi diutamakan untuk 

ruang terbuka hijau.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

-- 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan. 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter. 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan. 

 

  



SubZona : Sempadan Rel Kereta (RTH-5) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas 

pada ketinggian tertentu sesuai ketentuan teknis yang berlaku.  

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, 

penempatan saluran drainase, dan gardu listrik serta utilitas 

kota yang tidak mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang 

jalur kereta api. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total 

luas jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi pada satu trase yang 

diajukan.  

b. KLB  

- 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

Jarak bebas bangunan sejauh tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter 

dari as rel kereta api atau sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan estetika kawasan, diatur 

dalam siteplan yang disahkan.  



c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

 Tidak diperkenankan bangunan kecuali yang berfungsi sebagai 

pos polisi, landmark kota dengan batas ketinggian tertentu. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

-- 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona jalur hijau sempadan rel diutamakan untuk 

ruang terbuka hijau.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

-- 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan. 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter. 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan. 

 

  



SubZona : Sempadan Jalur Pipa Gas (RTH-6) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas 

pada ketinggian tertentu sesuai ketentuan teknis yang berlaku.  

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Kegiatan pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, 

perparkiran, penempatan papan reklame/pengumuman secara 

terbatas dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak 

permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan gas. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total 

luas jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi pada satu trase yang 

diajukan.  

b. KLB  

- 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 Sesuai ketentuan teknis yang berlaku 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan estetika kawasan, diatur 

dalam siteplan yang disahkan.  

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

 Tidak diperkenankan bangunan kecuali yang berfungsi sebagai 

pos polisi, landmark kota dengan batas ketinggian tertentu. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

-- 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona sempadan jalur pipa gas diutamakan untuk 

ruang terbuka hijau.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

-- 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan. 

 

  



SubZona : Taman Pemakaman (RTH-7) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

-- 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, 

pembangunan utilitas dan fasilitas umum penunjang TPU 

(bangunan pengelola, Toilet, Gudang dan parkir kendaraan) 

dengan syarat tidak mengganggu fungsi pemakaman. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total 

luas jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi pada satu trase yang 

diajukan.  

b. KLB  

- 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 Sesuai ketentuan teknis yang berlaku 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan estetika kawasan, diatur 

dalam siteplan yang disahkan.  

c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 



d. Tampilan bangunan 

 Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika 

kawasan. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

-- 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona taman pemakaman diutamakan untuk ruang 

terbuka hijau.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

-- 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SubZona : Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah (RTH-8) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Kegiatan berupa penempatan papan pengumuman secara 

terbatas, pembangunan jaringan utilitas dan fasilitas umum 

pendukung kegiatan perkantoran seperti parkir, pos jaga, kantin, 

toilet, dengan syarat tidak mengganggu fungsi RTH. 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total 

luas lahan yang diajukan.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum 2. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 Sesuai ketentuan teknis yang berlaku. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan sebanyak 2 lantai atau maksimum 

10 (sepuluh) meter.  

c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

 Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika 

kawasan. 



IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

-- 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona taman halaman perkantoran pemerintah 

diutamakan untuk ruang terbuka hijau.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

-- 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan. 

 

 

  



Zona : Suaka Alam dan Cagar Budaya 

SubZona : Taman Hutan Raya (PL) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Bangunan penelitian dan/atau bangunan penunjang lainnya 

terbatas di luar zona inti taman hutan raya yang berbatasan 

langsung dengan masyarakat; 

 Kegiatan berupa penempatan papan pengumuman secara 

terbatas, pembangunan jaringan utilitas dan fasilitas umum 

pendukung kawasan konservasi seperti parkir, pos jaga, 

kantin, toilet, dengan syarat tidak mengganggu fungsi hutan 

konservasi. 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

- 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total 

luas lahan yang diajukan.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum 1. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan. 

d. KTB  

Tidak diatur  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 Sesuai ketentuan teknis yang berlaku. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan sebanyak 2 lantai atau maksimum 

10 (sepuluh) meter.  



c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

 Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika 

kawasan. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

-- 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

Pemanfaatan sub zona Taman hutan Raya diutamakan untuk ruang 

terbuka hijau yang mempertahankan fungsi lindung.  

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

-- 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan. 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter. 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan. 

 

 

 

 

 

 

 



Zona : Suaka Alam dan Cagar Budaya 

SubZona : Cagar Budaya (SC) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Kegiatan berupa penempatan papan pengumuman secara 

terbatas, pembangunan jaringan utilitas dan fasilitas umum 

pendukung kawasan konservasi seperti parkir, pos jaga, 

kantin, toilet, dengan syarat tidak mengganggu fungsi hutan 

konservasi. 

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

- 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total 

luas lahan yang diajukan.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum 1. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan. 

d. KTB  

Tidak diatur. 

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 Sesuai ketentuan teknis yang berlaku. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan sebanyak 2 lantai atau maksimum 

10 (sepuluh) meter.  

 

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

d. Tampilan bangunan 

 Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika 

kawasan. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

-- 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

-- 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

-- 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan. 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter. 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zona : Suaka Alam dan Cagar Budaya 

SubZona : Rawan Bencana (RB) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Kegiatan berupa penempatan papan pengumuman secara 

terbatas, pembangunan jaringan utilitas dan fasilitas umum 

pendukung kawasan konservasi seperti parkir, pos jaga, 

kantin, toilet, dengan syarat tidak mengganggu fungsi hutan 

konservasi. 

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

- 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total 

luas lahan yang diajukan.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum 1. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan 

luas lahan. 

d. KTB  

Tidak diatur. 

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

e. GSB  

 Sesuai ketentuan teknis yang berlaku 

f. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan sebanyak 2 lantai atau maksimum 

10 (sepuluh) meter.  

 

 



g. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau 

jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

h. Tampilan bangunan 

 Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika 

kawasan. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

f. Jalur Pejalan Kaki:  

-- 

g. Ruang Terbuka Hijau:  

-- 

h. Ruang Terbuka Non Hijau:  

-- 

i. Utilitas Perkotaan:  

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

j. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan. 

  



Zona : Perumahan (R) 

SubZona : Kepadatan Tinggi (R-1) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Town House, Rumah Sederhana, Rumah Sewa (kontrakan), 

Rumah Kost, Guest House  

1) Luasan lahan yang diizinkan untuk pengajuan Town House 

tidak kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi; 

2) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

3) KDB maksimum sebesar 75%; 

4) KLB maksimum 2,5; 

5) KDH minimal 15% dari luas persil;  

6) Untuk rumah sederhana, berlaku terbatas untuk golongan 

masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok; 

7) Untuk rumah sederhana berlaku terbatas dengan luas 

lahan kurang dari 120 (seratus dua puluh) meter persegi 

dan harga jual sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota Depok; 

8) Untuk rumah sewa, rumah kost dan guest house wajib 

menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi 

dan taman di dalam persil lahan yang diajukan; 

9) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih;   

10) Untuk guest house, rumah sewa (kontrakan) dan rumah 

kost berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; 

11) Untuk rumah sederhana dan town house berlaku 

ketentuan tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan 

perumahan teratur lain yang sudah ada dengan 

menggunakan akses jalan perumahan yang sudah ada; 



12) Luas town house maksimal dalam blok adalah 5% dari luas 

zona perumahan kepadatan tinggi (R1) di dalam blok; 

13) Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas 

persil minimal 72 (tujuh puluh dua) meter persegi untuk 

pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun pertama 

setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan 

syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung 

lingkungan; 

14) Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas 

persil minimal 84 (Delapan puluh empat) meter persegi 

untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun 

kedua setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, 

dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya 

tampung lingkungan; 

15) Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas 

persil minimal 90 (Sembilan puluh) meter persegi untuk 

pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun ketiga 

setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan 

syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung 

lingkungan; dan 

16) Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas 

persil minimal 120 (seratus dua puluh) meter persegi untuk 

pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun keempat 

setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan 

syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung 

lingkungan.  

 

 Warung/toko, Ruko, Minimarket, Toko bangunan, toko hewan & 

perlengkapannya  

1) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

2) Memiliki alokasi lahan untuk loading deck (tempat bongkar 

muat) tersendiri; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) KDB maksimum sebesar 75%; 

5) KLB maksimum 6; 

6) KDH minimal 15% dari luas persil;  



7) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan 

perumahan; dan 

8) Luasan maksimal keseluruhan persil dengan kegiatan 

tersebut adalah 10% dari luas keseluruhan persil yang ada 

di blok tersebut.  

 

 Lembaga Keuangan, Warnet/Wartel, Riset & pengembangan 

IPTEK, Travel, Logistik/Pengiriman barang, Pemasaran property, 

Jasa Keamanan, Ruang Pertemuan/GSG, 

Periklanan/Advertising, Notaris/Pengacara, Bisnis Lapangan 

Olahraga 

1) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama kawasan 

perumahan; 

2) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan 

perumahan; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) KDB maksimum sebesar 75%; 

5) KLB maksimum 6; 

6) KDH minimal 15% dari luas persil;  

7) Menyediakan alokasi parkir yang mencukupi di dalam 

persil/lahan yang diajukan;  

8) Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut di masing-

masing persil tidak lebih dari 20 (dua puluh) persen dari 

total luasan persil;  

9) Untuk kegiatan warnet terbatas waktu operasional kegiatan 

paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional 

mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB; dan 

10) Untuk kegiatan warnet terbatas tidak berdiri dalam radius 

100 (seratus) meter dari tempat ibadah.  

 

 Kedai Kopi/Café, Restaurant, Pusat Jajan (Food Court), Catering 

1) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan 

dalam kawasan perumahan; 

2) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 



4) KDB maksimum sebesar 60%; 

5) KLB maksimum 6; 

6) KDH minimal 20% dari luas persil;  

7) Untuk kegiatan catering wajib memiliki instalasi 

pengolahan limbah di dalam persil; dan 

8) Menyediakan taman dan fasilitas parkir di dalam persil 

lahan yang diajukan. 

 

 Laundry, Cuci Mobil/motor 

1) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan 

dalam kawasan perumahan; 

2) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) KDB maksimum sebesar 75%; 

5) KLB maksimum 6, kecuali di sepanjang ruas jalan 

Margonda Raya, KLB maksimum 8; 

6) KDH minimal 15% dari luas persil; 

7) Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai 

sumber air bersih; 

8) Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 

(sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 

WIB hingga pukul 18.00 WIB.  

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Menengah, Rumah Susun 

Tinggi, diizinkan dengan syarat: 

1) Menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah-rumah 

lain yang ada di sekitarnya;  

2) Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat; 

3) Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan 

(AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 

4) Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN; 

5) Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir; 



6) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Wali Kota; 

7) Untuk rumah susun komersil lebih dari 4 (empat) lantai, 

wajib memperoleh rekomendasi DAMKAR; 

8) Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sesuai 

ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur; 

9) Memiliki akses langsung ke ruas jalan; 

10) KDB maksimal 75%;  

11) KLB maksimum 6, kecuali persil lahan dengan akses 

langsung ke Jl. Margonda Raya diizinkan memiliki KLB 8; 

12) KDH minimal 15% dari luas persil; 

13) Dimungkinkan terdapat perbedaan implementasi 

ketentuan teknis/intensitas bangunan, dengan syarat 

masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan serta dikenakan mekanisme transfer of 

development rights sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Wali Kota; dan  

14) Ketentuan teknis untuk rumah susun umum/komersil 

yang pembangunannya dimaksudkan untuk golongan 

masyarakat berpendapatan rendah atau untuk kelompok 

masyarakat lanjut usia dan/atau difabel secara khusus 

diatur dalam Peraturan Wali Kota.  

 

 Rumah Sakit (RS), RS Bersalin, Klinik & Laboratorium 

Kesehatan, diizinkan dengan syarat: 

1) Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat; 

2) Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan 

(AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 

3) Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN; 

4) Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir; 

5) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

6) Untuk RS lebih dari 4 (empat) lantai, wajib memperoleh 

rekomendasi DAMKAR; 



7) Memiliki akses langsung ke ruas jalan utama;  

8) Menyediakan fasilitas parkir, taman dan instalasi 

pengolahan limbah medis yang memadai; 

9) KDB maksimum sebesar 75%; 

10) KLB maksimum 6; 

11) KDH minimal 15% dari luas persil;  

12) Di dalam bangunan RS dimungkinkan kegiatan selain 

kegiatan pelayanan kesehatan selama luasannya tidak 

melebihi 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai 

bangunan; dan 

13) Menyediakan jarak antara bangunan RS dengan bangunan 

permukiman yang bersebelahan sesuai ketentuan. 

 

 Pusat Perbelanjaan (mall, Plaza, Square), Pasar 

Tradisional/Pasar Lingkungan diizinkan dengan syarat: 

1) Berada di pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi kegiatan 

non perumahan di pusat lingkungan); 

2) Memiliki akses langsung ke jalan utama; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar; 

4) Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat; 

5) Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan 

(AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 

6) Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN; 

7) Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir; 

8) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

9) Untuk pusat perbelanjaan lebih dari 4 (empat) lantai, wajib 

memperoleh rekomendasi DAMKAR; 

10) Khusus untuk pasar tradisional/pasar lingkungan, 

dipersyaratkan status lahan yang digunakan adalah milik 

Pemerintah Kota Depok; 

11) Menyediakan fasilitas parkir, taman dan instalasi 

pengolahan limbah yang memadai; 

12) KDB maksimum sebesar 75%; 

13) KLB maksimum 6; 



14) KDH minimal 15% dari luas persil;  

15) Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk 

kegiatan ini tidak melebihi 20% dari keseluruhan luas blok; 

dan  

16) Untuk pusat perbelanjaan/mall/plaza, dimungkinkan 

perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis 

bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat 

masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan dikenakan mekanisme transfer of 

development rights sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan Wali Kota.  

 

 Industri kecil dan mikro diizinkan dengan syarat: 

1) Luasan bangunan untuk aktivitas produksi dalam persil 

yang diajukan untuk kegiatan industry kecil dan/atau 

mikro tidak lebih dari 100 m2 (seratur meter persegi); 

2) Tidak merupakan industry polutif; 

3) Berada di pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi kegiatan 

non perumahan di pusat lingkungan); 

4) Memiliki akses langsung ke jalan utama; 

5) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar; 

6) Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan 

(AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 

8) Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

9) Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

10) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

11) Menyediakan fasilitas parkir, taman dan instalasi 

pengolahan limbah yang memadai; 

12) KDB maksimum sebesar 75%; 

13) KLB maksimum 2; 

14) KDH minimal 15% dari luas persil;  



15) Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk 

kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok; 

dan  

16) Tidak diperkenankan menggunakan air tanah sebagai 

sumber air bersih.  

 

- Pemanfaatan   ruang   pada   peruntukan tanah Perumahan, dapat 

diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non rumah 

tinggal dengan luas pemanfaatan maksimal 10% (sepuluh persen) 

dari luas bangunan yang dimohon dan bersifat sementara. 

 

- Pemanfaatan ruang untuk non rumah tinggal dalam kawasan 

perumahan teratur sebagaimana dimaksud hanya diperkenankan 

untuk kegiatan/penggunaan lahan yang merupakan kebutuhan 

lingkungan setempat, seperti: praktek dokter/bidan, salón 

kecantikan, warung, usaha konveksi/garmen, usaha keterampilan, 

usaha yang berkaitan dengan teknologi  komputer  dan  

telekomunikasi, kursus privat, laundry, rumah makan/café/kantin, 

fotocopy dan ATK, toko kelontong, usaha profesi perorangan dan 

usaha kebutuhan rumah tangga. 

 

- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kecil dan mikro pada 

peruntukan Perumahan baik teratur maupun tidak teratur diizinkan 

bersyarat terbatas dengan luas ruang produksi maksimum 100 

(seratus) meter persegi, memperoleh izin dari lingkungan dan 

pengurus lingkungan setempat, serta tidak merupakan industri 

polutif. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 75%. 

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 8. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 15% dari keseluruhan luas 

lahan perumahan, setiap 100m2 RTH diharuskan minimum ada 1 

pohon tinggi dan rindang. 



d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

e. Kepadatan bangunan  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam 

kawasan perumahan teratur sebesar minimal 3 (tiga) meter diukur 

dari pagar ke dinding bangunan; 

 GSB untuk bangunan yang tidak berada dalam kawasan 

perumahan teratur mengikuti ketentuan penetapan GSB dari 

peraturan perundangan terkait berdasarakan status dan fungsi 

jalan.  

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis 

intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, 

diatur dalam siteplan yang disahkan. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum 

 Untuk semua kegiatan pada bangunan lebih dari 4 lantai wajib 

menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 

bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan 

minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

Untuk bangunan yang berada di dalam kawasan perumahan 

kepadatan tinggi, fasad bangunan menyesuaikan dengan gaya 

arsitektur di perumahan sekitarnya.  

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan, dilengkapi dengan 

sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media 

kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun 

otomatis.  

 

 



b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 15% dari luas persil dengan penambahan pot-pot 

tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan  angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 Untuk town house atau rumah susun tinggi wajib menyediakan 

pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi 

dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. 

Penyediaan RTNH juga dapat dilakukan di dalam persil lahan yang 

diajukan, terutama untuk kegiatan rumah susun, RS, dan yang 

digunakan untuk kepentingan publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan dalam kawasan perumahan teratur 

minimal selebar 6 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam 

kebakaran;  

 Jaringan jalan lingkungan dalam kawasan permukiman 

(perumahan tidak teratur) minimal selebar 4 m, sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan; 

 

 

 



e. Prasarana Lingkungan:  

 Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi 

prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan. 

 

f. Fasilitas Pendukung:  

  



SubZona : Kepadatan Sedang (R-2) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Town House, Rumah Sederhana, Rumah Susun Rendah (<4 

lantai), Rumah susun menengah (5-10 lantai) dan Rumah Susun 

Tinggi (>10 lantai) 

1) Luasan lahan yang diizinkan untuk pengajuan Town House 

tidak kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi; 

2) Luasan lahan yang diizinkan untuk pengajuan rumah 

susun rendah dan rumah susun tinggi tidak kurang dari 

5.000 (lima ribu) meter persegi; 

3) Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; 

4) KDB maksimum sebesar 60%; 

5) KLB maksimum 6; 

6) KDH minimal 20% dari luas persil;  

7) Untuk rumah sederhana, berlaku terbatas untuk golongan 

masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok; 

8) Untuk rumah sederhana berlaku terbatas dengan luas 

lahan kurang dari 120 (seratus dua puluh) meter persegi 

dan harga jual sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota Depok; 

9) Wajib memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana 

dan utilitas di lahan yang diajukan untuk town house, 

rumah sederhana maupun rumah susun sesuai ketentuan 

yang berlaku;  

10) Untuk rumah susun rendah dan rumah susun tinggi 

berlaku ketentuan minimum akses sesuai ketentuan 

perundangan yang sudah ada; 

11) Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata 

ruang;  

12) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;  



13) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN; 

14) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir; 

15) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

16) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah;  

17) Untuk rumah susun rendah dan rumah susun tinggi, 

dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan 

teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan 

syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan untuk penyediaan PSU maupun perbedaan 

implementasi ketentuan teknis bangunan tersebut 

dikenakan mekanisme transfer of development rights 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;  

18) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih; 

19) Untuk rumah susun rendah maupun rumah susun tinggi 

berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;  

20) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota; 

21) Untuk town house  dan rumah sederhana berlaku 

ketentuan tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan 

perumahan teratur lain yang sudah ada dengan 

menggunakan akses jalan perumahan yang sudah ada;  

22) Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas 

persil minimal 78 (tujuh puluh delapan) meter persegi 

untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun 

pertama setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, 

dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya 

tampung lingkungan; 

 

 

 

 



23) Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas 

persil minimal 84 (delapan puluh empat) meter persegi 

untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun 

kedua setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, 

dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya 

tampung lingkungan; 

24) Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas 

persil minimal 90 (Sembilan puluh) meter persegi untuk 

pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun ketiga 

setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan 

syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung 

lingkungan; dan 

25) Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas 

persil minimal 120 (seratus dua puluh) meter persegi untuk 

pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun keempat 

setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan 

syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung 

lingkungan.  

 

 Warung/toko, Ruko, Minimarket, Toko bangunan, toko hewan & 

perlengkapannya, Toko Alat & Bahan Farmasi, Peralatan 

Rumah Tangga, Toko Makanan & Minuman  

1) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

2) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan 

perumahan; 

3) Memiliki alokasi lahan untuk loading deck (tempat bongkar 

muat) tersendiri; 

4) Untuk pengembangan baru minimarket diizinkan terbatas 

di lokasi selain di Blok BEJ, Blok BJT, Blok PDC, Blok 

KMM, Blok KKS, Blok BKJ, Blok ABJ, Blok CPS, Blok MKS, 

Blok TGU, Blok PGS, Blok HRJ, Blok CUG dan Blok CSK 

tidak diizinkan kecuali jika menggantikan minimarket/toko 

modern lain yang izinnya telah terbit sebelum 

diberlakukannya peraturan daerah ini; 

5) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota; 

6) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 



7) Untuk toko modern/minimarket wajib menyediakan 

alokasi lahan untuk UMKM di dalam lahan/persil yang 

diajukan; 

8) Untuk ruko, minimarket, took bangunan, toko hewan dan 

perlengkapannya wajib menyediakan alokasi parkir yang 

mencukupi di dalam persil/lahan yang diajukan;  

9) KDB maksimum sebesar 60%; 

10) KLB maksimum 2; 

11) KDH minimal 20% dari luas persil; dan  

12) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan 

perumahan; 

13) Luasan maksimal keseluruhan persil dengan kegiatan 

tersebut adalah 10% dari luas keseluruhan persil yang ada 

di blok tersebut; dan  

14) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat.  

 

 SPBBE, Lembaga Keuangan, Warnet/Wartel, Riset & 

pengembangan IPTEK, Travel, Bengkel, Logistik/Pengiriman 

barang, Pemasaran property, Jasa Keamanan, Ruang 

Pertemuan/GSG, Bisnis Lapangan Olahraga, 

Periklanan/Advertising, Notaris/Pengacara. 

1) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama kawasan 

perumahan; 

2) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan 

perumahan; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) KDB maksimum sebesar 60%; 

5) KLB maksimum 6; 

6) KDH minimal 20% dari luas persil;   

7) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota; 

8) Wajib menyediakan alokasi parkir yang mencukupi di 

dalam persil/lahan yang diajukan; 

9) Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan 

tersebut adalah 20 (dua puluh) % dari luas keseluruhan 

persil yang ada di blok tersebut; 



10) Untuk kegiatan Bengkel yang diizinkan terbatas pada jenis 

bengkel kendaraan roda dua. Bengkel las listrik/besi/baja 

tidak diperkenankan berada di dalam kawasan perumahan;  

11) Untuk kegiatan warnet terbatas waktu operasional kegiatan 

paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional 

mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB;  

12) Untuk kegiatan bisnis lapangan olahraga terbatas waktu 

operasional kegiatan paling lama 14 (empat belas) jam 

dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga 

pukul 22.00 WIB; 

13) Untuk kegiatan warnet terbatas tidak berdiri dalam radius 

100 (seratus) meter dari tempat ibadah; dan  

14) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat.  

 

 Kedai Kopi/Café, Restaurant, Pusat Jajan (Food Court), Jasa 

Boga/Catering/Usaha Kue/makanan, bisnis pengambilan air 

tanah; 

1) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan 

dalam kawasan perumahan; 

2) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) Desain fasad dan arsitektur bangunan menyesuaikan 

dengan arsitektur kawasan perumahan di sekitarnya; 

5) Untuk usaha pengambilan air tanah harus memiliki izin 

pengambilan dan pemanfaatan air tanah dari instansi yang 

berwenang; 

6) KDB maksimum sebesar 60%; 

7) KLB maksimum 6; 

8) KDH minimal 20% dari luas persil;  

9) Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut tidak lebih dari 

10 (sepuluh) persen dari total luasan persil yang ada di 

dalam blok tersebut; 

10) Untuk kegiatan catering wajib memiliki instalasi 

pengolahan limbah dan loading dock (bongkar muat) di 

dalam persil;  



11) Menyediakan taman dan fasilitas parkir yang memadai di 

dalam persil lahan yang diajukan; 

12) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat; dan 

13) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih. 

 

 Laundry, Cuci Mobil/motor 

1) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan 

dalam kawasan perumahan; 

2) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) KDB maksimum sebesar 60%; 

5) KLB maksimum 2;  

6) KDH minimal 20% dari luas persil; 

7) Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai 

sumber air bersih; 

8) Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 

(sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 

WIB hingga pukul 18.00 WIB; 

9) Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut tidak lebih dari 5 

(lima) persen dari total luasan persil yang ada di dalam blok 

tersebut; dan 

10) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat.  

 

 

 Studio Musik, Studio Foto, Studio Keterampilan/Kursus Jahit, 

Industri Kecil/UMKM, Bimbingan Belajar. 

1) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) KDB maksimum sebesar 75%; 

4) KLB maksimum 6, kecuali di sepanjang ruas jalan 

Margonda Raya, KLB maksimum 8; 

5) KDH minimal 15% dari luas persil; 



6) Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai 

sumber air bersih; 

7) Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 

(sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 

WIB hingga pukul 18.00 WIB; dan  

8) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat.  

 

 Unit Pengolahan Sampah, BTS, rumah pompa 

1) Berada di lokasi yang mudah diakses warga; 

2) Untuk BTS di dalam kawasan perumahan terbatas pada 

lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat dengan rumah 

sejauh radius rebah sesuai ketentuan perundangan yang 

mengatur Menara telekomunikasi; 

3) Bentuk Menara BTS dalam kawasan perumahan 

menyesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya 

dan diarahkan berupa Menara kamuflase; 

4) Penyediaan UPS memperhatikan penyediaan ruang terbuka 

hijau berupa tanaman pohon keras sebagai zona penyangga 

(buffer zone) dengan kawasan perumahan di sekitarnya, 

dengan jarak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.  

5) KDB maksimum sebesar 50%; 

6) KDH minimal 20% dari luas persil; 

7) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat.  

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Pusat Perbelanjaan (mall, plaza, Square), diizinkan dengan 

syarat: 

1) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan 

perumahan; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) Menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah-rumah 

lain yang ada di sekitarnya;  

4) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 



5) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan; 

6) Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW 

setempat; 

7) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota; 

8) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;  

9) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN; 

10) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir; 

11) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

12) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

13) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

14) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

15) Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok; 

16) Untuk Pusat Perbelanjaan (mall, plaza, Square), Toko 

Modern (Minimarket), Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan, 

dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan 

teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan 

syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi 

ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme 

transfer of development rights sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Wali Kota. 

  

 Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan diizinkan dengan syarat:  

1) Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan 

memiliki aksesibilitas yang tinggi; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 



4) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan; 

5) Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW 

setempat; 

6) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;  

7) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN; 

8) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir; 

9) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

10) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

11) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

12) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

13) Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap kecamatan. 

 

 Hotel, Condotel, Penginapan/Wisma/Losmen/Guest House, 

Cottage, diizinkan dengan syarat:  

1) Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan 

memiliki aksesibilitas yang tinggi; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

4) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

5) Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW 

setempat; 

6) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;  

7) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN; 

8) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir; 



9) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

10) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

11) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

12) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

13) Untuk Hotel, Condotel, Penginapan/Wisma/Losmen/Guest 

House, Cottage, dimungkinkan perbedaan dalam 

implementasi ketentuan teknis bangunan/intensitas 

bangunan, dengan syarat masih memenuhi daya dukung 

dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat 

perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka 

dikenakan mekanisme transfer of development rights (TDR) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

 Rumah Sakit, RS Bersalin/Klinik Rawat Inap, Laboratorium 

Kesehatan diizinkan dengan syarat:  

1) Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan 

memiliki aksesibilitas yang tinggi; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

4) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

5) Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW 

setempat; 

6) Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata 

ruang; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;  

8) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN; 

9) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir; 



10) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

11) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

12) Tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih; 

13) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

RS/RS Bersalin/Klinik dan Laboratorium Kesehatan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

14) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

15) Kegiatan selain pelayanan kesehatan berupa perdagangan 

dan jasa serta penginapan dimungkinkan dilakukan dalam 

persil lahan yang diajukan, selama fungsinya diperuntukan 

sebagai penunjang fasilitas kesehatan dan luasan lantai 

yang digunakan tidak melebihi 5 (lima) persen dari total 

luas lantai bangunan dalam persil yang diajukan; 

16) Untuk Rumah Sakit, RS Bersalin, Klinik Rawat Inap dan 

Laboratorium Kesehatan dimungkinkan perbedaan dalam 

implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan 

bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat 

masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi 

ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme 

transfer of development rights sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Wali Kota. 

 

 Daur Ulang sampah, Penimbunan Barang Bekas, Jasa 

Pemakaman/Pengabuan jenazah, Jasa Perawatan/Renovasi 

Barang diizinkan dengan syarat: 

1) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

2) Memperoleh Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang; 

3) Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW 

setempat; 

4) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;  

5) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN; 



6) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir; 

7) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

8) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

9) Untuk jasa pengabuan jenazah dan pemakaman harus 

menyediakan fasilitas parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

10) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee). 

 

 Industri kecil dan mikro diizinkan dengan syarat: 

1) Luasan bangunan untuk aktivitas produksi dalam persil 

yang diajukan untuk kegiatan industry kecil dan/atau 

mikro tidak lebih dari 100 m2 (seratur meter persegi); 

2) Tidak merupakan industry polutif; 

3) Berada di pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi kegiatan 

non perumahan di pusat lingkungan); 

4) Memiliki akses langsung ke jalan utama; 

5) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar; 

6) Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan 

(AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 

8) Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

9) Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

10) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

11) Menyediakan fasilitas parkir, taman dan instalasi 

pengolahan limbah yang memadai; 

12) KDB maksimum sebesar 60%; 

13) KLB maksimum 2; 

14) KDH minimal 20% dari luas persil;  



15) Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk 

kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok; 

dan  

16) Tidak diperkenankan menggunakan air tanah sebagai 

sumber air bersih. 

 

 Sekolah Terpadu, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, Lembaga 

Pendidikan, Perpustakaan, Sanggar seni dan Fasilitas 

Pendidikan Lainnya diizinkan dengan syarat:  

1) Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan 

memiliki aksesibilitas yang tinggi; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

4) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

5) Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, diketahui 

oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat; 

6) Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata 

ruang; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL;  

8) Untuk persil lahan dengan akses ke jalan kolektor 

sekunder hingga arteri wajib melaksanakan penyusunan 

ANDAL LaLIN; 

9) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir; 

10) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

11) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

12) Tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih; 

13) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 



14) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

15) Kegiatan selain fasilitas pendidikan berupa perdagangan 

dan jasa serta penginapan dimungkinkan dilakukan dalam 

persil lahan yang diajukan, selama fungsinya diperuntukan 

sebagai penunjang fasilitas pendidikan dan luasan lantai 

yang digunakan tidak melebihi 5 (lima) persen dari total 

luas lantai bangunan dalam persil yang diajukan.  

 

- Pemanfaatan   ruang   pada   peruntukan tanah Perumahan, dapat 

diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non rumah 

tinggal dengan luas pemanfaatan maksimal 10% (sepuluh persen) 

dari luas bangunan yang dimohon dan bersifat sementara. 

- Pemanfaatan ruang untuk non rumah tinggal dalam kawasan 

perumahan teratur sebagaimana dimaksud hanya diperkenankan 

untuk kegiatan/penggunaan lahan yang merupakan kebutuhan 

lingkungan setempat, seperti: praktek dokter/bidan, salón 

kecantikan, warung, usaha konveksi/garmen, usaha keterampilan, 

usaha yang berkaitan dengan teknologi  komputer  dan  

telekomunikasi, kursus privat, laundry, rumah makan/café/kantin, 

fotocopy dan ATK, toko kelontong, usaha profesi perorangan dan 

usaha kebutuhan rumah tangga. 

- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kecil dan mikro pada 

peruntukan Perumahan baik teratur maupun tidak teratur diizinkan 

bersyarat terbatas dengan luas ruang produksi maksimum 100 

(seratus) meter persegi, memperoleh izin dari lingkungan dan 

pengurus lingkungan setempat, serta tidak merupakan industri 

polutif. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%. 

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6. 

 

 

 



c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20% dari keseluruhan luas 

lahan perumahan, setiap 100 m2 RTH diharuskan minimum ada 1 

pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

e. Kepadatan bangunan  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam 

kawasan perumahan teratur sebesar minimal 3 (tiga) meter diukur 

dari pagar ke dinding bangunan; 

 GSB untuk bangunan yang tidak berada dalam kawasan 

perumahan teratur mengikuti ketentuan penetapan GSB dari 

peraturan perundangan terkait berdasarakan status dan fungsi 

jalan.  

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Fasad bangunan menyesuaikan dengan gaya arsitektur yang ada 

pada kawasan perumahan di sekitarnya. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan, dilengkapi dengan 

sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media 

kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun 

otomatis.  

 

 



b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan  angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 Untuk town house atau rumah susun tinggi, rumah sakit dan 

rumah bersalin wajib menyediakan pos keamanan di halaman 

muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan 

lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil 

pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan. 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

  



SubZona : Kepadatan Rendah (R-3) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Town House, Rumah Susun Rendah (<4 lantai), Warung, Toko, 

Ruko, Minimarket/Toko Modern, Toko Bangunan, Toko Hewan & 

Perlengkapannya, Toko Alat & Bahan Farmasi, Peralatan 

Rumah Tangga, Toko Makanan & Minuman; 

1) Luasan lahan yang diizinkan untuk pengajuan Town House 

tidak kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi; 

2) Pembangunan rumah susun rendah terbatas untuk 

ketinggian paling tinggi 4 lantai dan terbatas untuk 

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Ketentuan teknis mengenai rusun rendah untuk GMBR 

diatur dalam peraturan Wali Kota; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) Untuk pengembangan baru minimarket diizinkan terbatas 

di lokasi selain di Blok BEJ, Blok BJT, Blok PDC, Blok 

KMM, Blok KKS, Blok BKJ, Blok ABJ, Blok CPS, Blok MKS, 

Blok TGU, Blok PGS, Blok HRJ, Blok CUG dan Blok CSK 

tidak diizinkan kecuali jika menggantikan minimarket/toko 

modern lain yang izinnya telah terbit sebelum 

diberlakukannya peraturan daerah ini; 

5) KDB maksimum sebesar 45%; 

6) KLB maksimum 4; 

7) KDH minimal 25% dari luas persil;  

8) Untuk ruko, minimarket/Toko Modern, harus memenuhi 

ketentuan prasarana, sarana dan utilitas; 

9) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat; 

10) Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata 

ruang dari instansi yang mengurus penataan ruang; 



11) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-

UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;  

12) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

13) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

14) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

15) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

16) Untuk town house berlaku ketentuan tidak diperbolehkan 

berada di dalam kawasan perumahan teratur lain yang 

sudah ada dengan menggunakan akses jalan perumahan 

yang sudah ada; 

17) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai serta alokasi 

untuk loading dock (bongkar muat) di dalam persil lahan 

yang diajukan; 

18) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih;   

19) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; 

20) Pengembangan town house dan/atau perumahan 

dimungkinkan dengan luas persil minimal 84 (delapan 

puluh empat) meter persegi untuk pengajuan izin dalam 

rentang waktu lima tahun pertama setelah 

diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat 

memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung 

lingkungan; 

21) Town house dan/atau perumahan yang dapat dibuktikan 

telah dibangun sebelum tahun 2017 atau saat 

diberlakukannya peraturan daerah ini, diizinkan dengan 

luas persil minimal 78 (tujuh puluh delapan) meter persegi 

dengan syarat menyediakan sumur resapan/biopori 

dan/atau sumur imbuhan sesuai kapasitas daya tampung 

dan fungsi resapan air di dalam kawasan perumahan 

dimaksud; 



22) Pengembangan town house dan/atau perumahan 

dimungkinkan dengan luas persil minimal 90 (sembilan) 

meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu 

lima tahun kedua setelah diberlakukannya Peraturan 

Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung 

dan daya tampung lingkungan; 

23) Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas 

persil minimal 120 (serratus dua puluh) meter persegi 

untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun 

ketiga dan keempat setelah diberlakukannya Peraturan 

Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung 

dan daya tampung lingkungan. 

 

 Lembaga Keuangan, Warnet/Wartel, Riset & pengembangan 

IPTEK, Travel, Bengkel, Logistik/Pengiriman barang, Pemasaran 

property, Jasa Keamanan, Ruang Pertemuan/GSG, Bisnis 

Lapangan Olahraga, Periklanan/Advertising, 

Notaris/Pengacara. 

1) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama kawasan 

perumahan; 

2) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan 

perumahan; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) KDB maksimum sebesar 45%; 

5) KLB maksimum 4; 

6) KDH minimal 25% dari luas persil;   

7) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 

8) Wajib menyediakan alokasi parkir yang mencukupi di 

dalam persil/lahan yang diajukan;  

9) Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan 

tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; 

10) Untuk kegiatan Bengkel yang diizinkan terbatas pada jenis 

bengkel kendaraan roda dua. Bengkel las listrik/besi/baja 

tidak diperkenankan berada di dalam kawasan perumahan;  



11) Untuk kegiatan warnet terbatas waktu operasional kegiatan 

paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional 

mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB; 

12) Untuk kegiatan bisnis lapangan olahraga terbatas waktu 

operasional kegiatan paling lama 14 (empat belas) jam 

dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga 

pukul 22.00 WIB; 

13) Untuk kegiatan warnet terbatas tidak berdiri dalam radius 

100 (seratus) meter dari tempat ibadah; 

14) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat.  

 

 Kedai Kopi/Café, Restaurant, Pusat Jajan (Food Court), Jasa 

Boga/Catering/Usaha Kue/makanan, usaha pengambilan air 

tanah; 

1) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan 

perumahan; 

2) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) Desain fasad dan arsitektur bangunan menyesuaikan 

dengan arsitektur kawasan perumahan di sekitarnya; 

5) Untuk usaha pengambilan air tanah harus memiliki izin 

pengambilan dan pemanfaatan air tanah dari instansi yang 

berwenang; 

6) KDB maksimum sebesar 45%; 

7) KLB maksimum 2; 

8) KDH minimal 20% dari luas persil;  

9) Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut tidak lebih dari 5 

(lima) persen dari total luasan persil yang ada di dalam blok 

tersebut; 

10) Untuk kegiatan catering wajib memiliki instalasi 

pengolahan limbah dan loading dock (bongkar muat) di 

dalam persil;  

11) Menyediakan taman dan fasilitas parkir yang memadai di 

dalam persil lahan yang diajukan; 



12) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat; dan 

13) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih. 

 

 Laundry, Cuci Mobil/motor 

1) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan 

dalam kawasan perumahan; 

2) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) KDB maksimum sebesar 45%; 

5) KLB maksimum 2;  

6) KDH minimal 25% dari luas persil; 

7) Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai 

sumber air bersih; 

8) Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 

(sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 

WIB hingga pukul 18.00 WIB;  

9) Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut tidak lebih dari 5 

(lima) persen dari total luasan persil yang ada di dalam blok 

tersebut; 

10) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat.  

 

 Studio Musik, Studio Foto, Studio Keterampilan, Kursus, 

Bimbingan Belajar. 

1) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) KDB maksimum sebesar 45%; 

4) KLB maksimum 2; 

5) KDH minimal 25% dari luas persil; 

6) Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 

(sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 

WIB hingga pukul 18.00 WIB;  



7) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat;  

8) Menyediakan taman dan fasilitas parkir yang memadai di 

dalam persil lahan yang diajukan. 

 

 Unit Pengolahan Sampah, BTS, rumah pompa 

1) Berada di lokasi yang mudah diakses warga; 

2) Untuk BTS di dalam kawasan perumahan terbatas pada 

lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat dengan rumah 

sejauh jarak radius rebah sesuai ketentuan perundangan 

yang mengatur Menara telekomunikasi; 

3) Bentuk Menara BTS dalam kawasan perumahan 

menyesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya 

dan diarahkan berupa Menara kamuflase; 

4) Penyediaan UPS memperhatikan penyediaan ruang terbuka 

hijau berupa tanaman pohon keras sebagai zona penyangga 

(buffer zone) dengan kawasan perumahan di sekitarnya, 

dengan jarak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;  

5) KDB maksimum sebesar 45%; 

6) KDH minimal 25% dari luas persil; 

7) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat.  

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Rumah Sewa (Kontrakan), Rumah Kost, Guest House, diizinkan 

dengan syarat: 

1) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

2) Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang 

mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan; 

3) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

4) KDB maksimum sebesar 45%; 

5) KLB maksimal 2;  

6) KDH minimal 25% dari luas persil; 



7) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih;  

8) Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua 

RW setempat; 

9) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota; 

10) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-

UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;  

11) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

12) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

13) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

14) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

15) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. 

 

 Pusat Perbelanjaan (mall, plaza, Square), diizinkan dengan 

syarat: 

1) Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan 

perumahan; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) Menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah-rumah 

lain yang ada di sekitarnya;  

4) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

5) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan; 

6) Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua 

RW setempat; 

7) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 



8) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

9) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

10) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

11) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

12) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

13) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

14) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

15) Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok; 

16) Untuk Pusat Perbelanjaan (mall, plaza, Square), Toko 

Modern (Minimarket), Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan, 

dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan 

teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan 

syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi 

ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme 

transfer of development rights sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Wali Kota. 

  

 Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan, Pasar Induk, Jasa 

Perawatan/Perbaikan/Renovasi barang diizinkan dengan 

syarat:  

1) Dapat berada di pusat kegiatan baik di kawasan 

perumahan teratur maupun tidak teratur dan memiliki 

aksesibilitas yang tinggi; 

2) Memenuhi ketentuan zonasi pasar sebagaimana diatur 

dalam ketentuan sector terkait; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 



4) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

5) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan; 

6) Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua 

RW setempat; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-

UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;  

8) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

9) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

10) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

11) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

12) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

13) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

14) Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap kecamatan. 

 

 Hotel, Condotel, Penginapan/Wisma/Losmen, Cottage, 

diizinkan dengan syarat:  

1) Berada di lokasi dengan aksesibilitas yang tinggi; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

4) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

5) Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua 

RW setempat; 



6) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-

UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;  

7) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

8) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

9) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

10) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

11) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

12) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

13) Untuk Hotel, Condotel, Penginapan/Wisma/Losmen, 

Cottage, dimungkinkan perbedaan dalam implementasi 

ketentuan teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan 

syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi 

ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme 

transfer of development rights (TDR) sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Wali Kota. 

 

 Taman Perkemahan, Kolam Pemancingan, Wisata Kebun 

diizinkan dengan syarat:  

1) Memiliki akses langsung ke jalan utama. Apabila melintasi 

dan/atau menggunakan akses di dalam kawasan 

perumahan, maka harus mendapatkan persetujuan dari 

warga, Ketua RT dan Ketua RW setempat; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) Wajib menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam 

persil lahan yang diajukan dan tidak menggunakan lahan 

fasilitas umum yang berada di dalam kawasan perumahan; 

 



4) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

5) Menyediakan pos jaga;  

6) Untuk kolam pemancingan agar mengintegrasikan saluran 

pembuangan dan saluran air dengan saluran yang ada di 

sekitarnya.  

 

 Rumah Sakit, RS Bersalin/Klinik Rawat Inap, Laboratorium 

Kesehatan diizinkan dengan syarat:  

1) Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan 

memiliki aksesibilitas yang tinggi; 

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

3) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

4) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

5) Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua 

RW setempat; 

6) Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata 

ruang dari instansi yang menangani urusan penataan 

ruang; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

8) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

9) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

10) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

11) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 



12) Tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih; 

13) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

RS/RS Bersalin/Klinik dan Laboratorium Kesehatan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

14) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

15) Kegiatan selain pelayanan kesehatan berupa perdagangan 

dan jasa serta penginapan dimungkinkan dilakukan dalam 

persil lahan yang diajukan, selama fungsinya diperuntukan 

sebagai penunjang fasilitas kesehatan dan luasan lantai 

yang digunakan tidak melebihi 5 (lima) persen dari total 

luas lantai bangunan dalam persil yang diajukan;  

16) Untuk Rumah Sakit, RS Bersalin, Klinik Rawat Inap dan 

Laboratorium Kesehatan dimungkinkan perbedaan dalam 

implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan 

bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat 

masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi 

ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme 

transfer of development rights sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Wali Kota. 

 

 Industri Kecil dan/atau mikro diizinkan dengan syarat: 

1) Luasan bangunan untuk aktivitas produksi dalam persil 

yang diajukan untuk kegiatan industry kecil dan/atau 

mikro tidak lebih dari 100 m2 (seratur meter persegi); 

2) Tidak merupakan industry polutif; 

3) Berada di pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi kegiatan 

non perumahan di pusat lingkungan); 

4) Memiliki akses langsung ke jalan utama; 

5) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar; 

6) Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan 

(AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan 

perundangan; 



8) Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

9) Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

10) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee); 

11) Menyediakan fasilitas parkir, taman dan instalasi 

pengolahan limbah yang memadai; 

12) KDB maksimum sebesar 45%; 

13) KLB maksimum 2; 

14) KDH minimal 25% dari luas persil;  

15) Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk 

kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok; 

dan  

16) Tidak diperkenankan menggunakan air tanah sebagai 

sumber air bersih. 

 

 Daur Ulang sampah, Penimbunan Barang Bekas, Jasa 

Pemakaman/Pengabuan jenazah, Jasa Perawatan/Renovasi 

Barang diizinkan dengan syarat: 

1) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

2) Memperoleh Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang; 

3) Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua 

RW setempat; 

4) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

5) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

6) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

7) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

8) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 



9) Untuk jasa pengabuan jenazah dan pemakaman harus 

menyediakan taman serta fasilitas parkir yang memadai di 

dalam persil lahan yang diajukan; 

10) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

impact fee). 

 

 Perpustakaan, Sekolah terpadu, Pondok Pesantren, Lembaga 

Pendidikan, Sanggar seni dan pendidikan lainnya, 

Instalasi/Pemeliharaan Kuda Pacuan Komersil diizinkan 

dengan syarat: 

1) Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama. Apabila 

melintasi dan/atau menggunakan jalan dalam kawasan 

perumahan, wajib memperoleh persetujuan dari warga, 

Ketua RT dan Ketua RW setempat; 

2) Menyediakan alokasi lahan untuk taman dan parkir yang 

memadai di dalam persil lahan yang diajukan; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di 

sekitarnya; 

4) Memperoleh Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang; 

5) Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua 

RW setempat; 

6) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

7) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

8) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

9) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

10) Menyediakan UPS (Unit Pengolahan Sampah) dan instalasi 

pengolahan air limbah tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan.  

11) KDB maksimum sebesar 45%; 

12) KLB maksimum 4; 

13) KDH minimal 25% dari luas persil;  



14) Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk 

kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok; 

dan  

15) Tidak diperkenankan menggunakan air tanah sebagai 

sumber air bersih. 

 

 Daur Ulang sampah, Penimbunan Barang Bekas diizinkan 

dengan syarat: 

1) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat;  

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan 

setempat; 

3) Kegiatan daur ulang sampah dan peniimbunan barang 

bekas memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau 

berupa tanaman pohon keras sebagai zona penyangga 

(buffer zone) dengan kawasan perumahan di sekitarnya, 

dengan jarak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;  

4) KDB maksimum sebesar 45%, termasuk alokasi lahan 

untuk penimbunan barang bekas; 

5) KDH minimal 25% dari luas persil. 

 

- Pemanfaatan   ruang   pada   peruntukan tanah Perumahan, dapat 

diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non rumah 

tinggal dengan luas pemanfaatan maksimal 10% (sepuluh persen) 

dari luas bangunan yang dimohon dan bersifat sementara. 

- Pemanfaatan ruang untuk non rumah tinggal dalam kawasan 

perumahan teratur sebagaimana dimaksud hanya diperkenankan 

untuk kegiatan/penggunaan lahan yang merupakan kebutuhan 

lingkungan setempat, seperti: praktek dokter/bidan, salón 

kecantikan, warung, usaha konveksi/garmen, usaha keterampilan, 

usaha yang berkaitan dengan teknologi  komputer  dan  

telekomunikasi, kursus privat, laundry, rumah makan/café/kantin, 

fotocopy dan ATK, toko kelontong, usaha profesi perorangan dan 

usaha kebutuhan rumah tangga. 

 

 

 



- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kecil dan mikro pada 

peruntukan Perumahan baik teratur maupun tidak teratur diizinkan 

bersyarat terbatas dengan luas ruang produksi maksimum 100 

(seratus) meter persegi, memperoleh izin dari lingkungan dan 

pengurus lingkungan setempat, serta tidak merupakan industri 

polutif. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 45%. 

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 4. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas 

lahan perumahan, setiap 100 m2 RTH diharuskan minimum ada 1 

pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

e. Kepadatan bangunan  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam 

kawasan perumahan teratur sebesar minimal 3 (tiga) meter diukur 

dari pagar ke dinding bangunan; 

 GSB untuk bangunan yang tidak berada dalam kawasan 

perumahan teratur mengikuti ketentuan penetapan GSB dari 

peraturan perundangan terkait berdasarakan status dan fungsi 

jalan.  

b. Ketinggian maksimum dan minimum: 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  



d. Tampilan bangunan 

 Fasad bangunan menyesuaikan dengan gaya arsitektur yang ada 

pada kawasan perumahan di sekitarnya; 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan, dilengkapi dengan 

sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media 

kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun 

otomatis.  

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan  angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air;  

 Untuk town house atau rumah susun tinggi, rumah sakit dan 

rumah bersalin wajib menyediakan pos keamanan di halaman 

muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan 

lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 3 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 



 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

  



Zona : Perdagangan dan Jasa 

SubZona : Perdagangan Pasar Tradisional (K-1) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Warung, Ruko, Alat & Bahan Farmasi,  

1) Luasan bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan 

tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas 

bangunan Pasar Tradisional;  

2) Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dana tau 

instansi yang berwenang mengelola Pasar;  

3) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai serta alokasi 

untuk loading dock (bongkar muat); 

4) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih.   

 

 Jasa Travel & Pengiriman Barang, Ruang Pertemuan/GSG, Jasa 

Impresariat, Jasa Pemasaran property, Salon/Potong Rambut & 

Kecantikan, Jasa Tailor (Tukang Jahit), Periklanan/Advertising. 

1) Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dana tau 

instansi yang berwenang mengelola Pasar;  

2) Luas lantai bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan 

tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas 

bangunan Pasar Tradisional;  

3) Alokasi lahan beraglomerasi (berkumpul) di salah satu 

bagian Pasar Tradisional; 

4) Untuk kegiatan Travel dan Pengiriman Barang 

menyediakan ruang penyimpanan (Gudang) yang dapat 

diakses langsung dari luar bangunan di lantai dasar;  

5) Untuk kegiatan salon/potong rambut & Kecantikan harus 

menyediakan instalasi pengolahan limbah yang terintegrasi 

dengan sistem IPAL Komunal kawasan; 

 



 Klinik Kesehatan, Kantor Pengacara/LBH/Notaris; Perkantoran 

&/ Bisnis lainnya; 

1) Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dana tau 

instansi yang berwenang mengelola Pasar;  

2) Luas lantai bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan 

tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas lantai 

bangunan Pasar Tradisional;  

3) Untuk klinik kesehatan terbatas waktu operasional kegiatan 

paling lama 10 (sepuluh) jam dengan waktu operasional 

mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. 

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Town house dan/atau perumahan, diizinkan dengan syarat:  

1) tidak mengakses langsung ke jalan utama (kolektor 

maupun arteri); 

2) mengurus dokumen perizinan perumahan sesuai 

ketentuan perizinan. 

 Pertokoan, diizinkan dengan syarat: 

1) Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dana tau 

instansi yang berwenang mengelola Pasar;  

2) Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang 

mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan; 

3) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

4) KDB maksimum sebesar 45%; 

5) KLB maksimal 2;  

6) KDH minimal 25% dari luas persil; 

7) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih;  

8) Pemanfaatan terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar 

tradisional; 

9) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota; 

10) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-

UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;  



11) Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

12) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

13) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

14) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. 

 

 Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Bengkel, Taman 

Hiburan/Rekreasi, Bioskop, Kafe, Kedai Kopi, Jasa Cuci 

mobil/motor, Jasa Angkutan, Pool Bus, Pool Taxi, Jasa 

Pergudangan Tertutup, Halte, diizinkan dengan syarat: 

1) Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar 

dan/atau instansi yang berwenang mengelola Pasar;  

2) Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

3) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan; 

4) Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua 

RW setempat; 

5) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 

6) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

7) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

8) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

9) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

10) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 



11) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

12) Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok; 

13) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. 

 

 IPAL, BTS, rumah pompa 

1) Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dan/atau 

instansi yang berwenang mengelola Pasar;  

2) Berada di lokasi yang mudah diakses warga; 

3) Untuk BTS di dalam kawasan pasar tradisional terbatas 

pada lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat dengan 

bangunan sejauh jarak radius rebah sesuai ketentuan 

perundangan yang mengatur Menara telekomunikasi; 

4) Bentuk Menara BTS menyesuaikan dengan arsitektur 

bangunan di sekitarnya dan diarahkan berupa Menara 

kamuflase; 

5) KDB maksimum sebesar 45%; 

6) KDH minimal 25% dari luas persil; 

7) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat.  

 

 Superblok dengan syarat: 

1) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat;  

2) Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dan/atau 

instansi yang berwenang mengelola Pasar; 

3) Tidak mengganggu kualitas lingkungan di sekitarnya; 

4) Menyediakan alokasi parkir yang memadai, taman, serta 

intalasi pengolahan air limbah tersendiri di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

5) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 

6) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  



7) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

8) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

9) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

10) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

11) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

12) KDB maksimum sebesar 45%, termasuk alokasi lahan 

untuk penimbunan barang bekas; 

13) KDH minimal 25% dari luas persil. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 45%. 

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 4. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas 

lahan perumahan, setiap 100 m2 RTH diharuskan minimum ada 1 

pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam 

subzona K-1 (Pasar Tradisional) sebesar minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Fasad bangunan menyesuaikan dengan gaya arsitektur yang ada 

pada kawasan di sekitarnya; 

 Lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang 

berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air;  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

 

 



d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 3 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

  



SubZona : Pusat Perdagangan dan Jasa (K-2) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Rumah tunggal, kopel, deret 

1) tidak mengakses langsung ke jalan utama yang diakses 

oleh perdagangan jasa; 

2) intensitas bangunan maksimal mengikuti fungsi 

peruntukan perumahan yang berbatasan langsung dengan 

peruntukan perdagangan dan jasa. 

 

 TK/PAUD, SD 

1) tidak berada dan/atau mengakses langsung ke jalan utama 

atau kolektor sekunder/arteri; 

2) diutamakan berada di dalam kawasan 

permukiman/perumahan; 

3) menyediakan areal parkir di dalam lahan/areal sekolah 

atau khusus disediakan oleh sekolah; 

4) menyediakan fasilitas penunjang pendidikan (kantin, 

lapangan olahraga, UKS, dan lain-lain) di dalam 

areal/lahan yang diajukan untuk sekolah. 

 

 Jual Tanaman;  

1) Terbatas untuk jenis tanaman hias yang dikelola oleh 

petani tanaman hias Kota Depok; 

2) Harus memperoleh izin dari pemilik lahan dan/atau 

instansi yang berwenang dalam pemanfaatan asset daerah; 

3) Terbatas untuk lokasi pusat perdagangan dan jasa 

lingkungan yang berdekatan dengan kawasan perumahan; 

4) Menyediakan celukan jalan di depan lokasi penjualan 

tanaman sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu 

lintas; dan  

5) Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk 

kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok.  



 

 Industri publikasi dan percetakan; 

1) Terbatas untuk jenis industry percetakan yang sudah ada 

BWK Margonda; 

2) Harus memperoleh persetujuan tetangga, Ketua RT dan 

Ketua RW setempat; 

3) Menyediakan parkir dan taman yang memadai di dalam 

persil lahan yang diajukan; dan  

4) Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk 

kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok.  

 

 Lapangan Parkir Umum, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C,  

1) Luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut 

tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas lahan yang ada di 

dalam blok;  

2) Terbatas untuk sarana transportasi umum (publik); 

3) Harus memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan 

rencana tata ruang dari instansi yang menangani urusan 

penataan ruang;  

4) Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, 

KLB dan KDH yang berlaku di zona perdagangan dan jasa 

di sekitarnya; dan 

5) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat.  

 

 Lapangan Olahraga, Kolam Renang,  

1) Untuk Kolam renang terbatas untuk persil lahan yang 

berdekatan atau terhubung dengan kegiatan penginapan 

(hotel, wisma, guest house, apartemen/rumah susun);  

2) Untuk kegiatan lapangan olahraga komersil diizinkan 

terbatas waktu operasional kegiatan selama 15 (lima belas) 

jam, mulai jam 08.00 hingga pukul 22.00 WIB; 

3) Wajib menyediakan alokasi parkir, taman dan instalasi 

pengolahan limbah tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 



4) Luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut 

tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas persil lahan yang 

ada di dalam blok tersebut.   

 

 Unit Pengolah Sampah (UPS), BTS; 

1) UPS terbatas sebagai fasilitas bagi kegiatan di kawasan 

perdagangan dan jasa (tidak melayani sampah dari 

kawasan perumahan); 

2) Untuk BTS di sub zona pusat perdagangan dan jasa 

terbatas pada lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat 

dengan bangunan sejauh jarak radius rebah sesuai 

ketentuan perundangan yang mengatur Menara 

telekomunikasi; 

3) BTS di pusat perdagangan dan jasa tidak dalam bentuk 

Menara, terbatas untuk jenis kamuflase dan menempel 

pada bangunan gedung; 

4) Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, 

KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya; dan  

5) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat. 

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Rumah Susun Menengah, Rumah Susun Tinggi, Asrama dan 

Guest House, diizinkan dengan syarat: 

1) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat; 

2) Untuk Rumah susun menengah maupun rumah susun 

tinggi berlaku ketentuan minimal akses ke jalan dengan 

ROW 20 meter atau minimal jalan kolektor sekunder, serta 

lebar muka jalan sesuai ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku di Kota Depok; 

3) Untuk Guesthouse dipersyaratkan menyediakan taman dan 

fasilitas parkir yang memadai di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

4) Untuk rumah susun berlaku ketentuan penyediaan 

prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal; 



5) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

6) Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, 

KLB dan KDH yang berlaku di zona perdagangan dan jasa 

pada persil lahan yang berbatasan langsung dengannya;  

7) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih; 

8) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota; 

9) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-

UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;  

10) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

11) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

12) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

13) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. 

 

 SPBU/SPBG/SPPBE, Jasa Bengkel, Taman Hiburan/Rekreasi, 

Bioskop, Hotel, Condotel, Penginapan/Losmen/Wisma, Cottage, 

Penitipan Anak, Penitipan Hewan, Jasa Cuci mobil/motor, Jasa 

Angkutan, Pool Bus, Pool Taxi, Jasa Parkir Kendaraan Bermotor, 

Jasa Pergudangan Terbuka, Jasa Pergudangan Tertutup, 

diizinkan dengan syarat: 

1) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar; 

2) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT 

dan Ketua RW;  

3) Menyediakan lahan parkir untuk konsumen dan 

kendaraannya secara memadai di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

 



4) Untuk SPBU, SPBG, SPBE, Jasa Angkutan, Pool Bus, dan 

Pool Taxi terbatas pada persil lahan dengan akses kolektor, 

kecuali yang sudah memiliki izin sebelum diberlakukannya 

peraturan daerah ini; 

5) Untuk Pool Bus, Jasa Angkutan dan Pool Taxi tidak 

diperkenankan parkir dan melakukan maneuver 

kendaraan di luar persil lahan yang diajukan yang dapat 

menyebabkan antrean kendaraan di jalan; 

6) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di 

dalam persil lahan yang diajukan; 

7) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 

8) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

9) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

10) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

11) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

12) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

13) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

14) Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok atau 

mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang untuk 

pengaturan distribusinya; 

15) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. 

 

 Sekolah Terpadu, Akademi/Perguruan Tinggi, Pendidikan 

Lainnya, diizinkan dengan syarat: 

1) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar; 



2) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT 

dan Ketua RW;  

3) Menyediakan lahan untuk taman dan parkir secara 

memadai di dalam persil lahan yang diajukan; 

4) Menyediakan halte/celukan di depan persil lahan sesuai 

rekomendasi ANDAL LALIN; 

5) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di 

dalam persil lahan yang diajukan; 

6) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

8) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

9) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

10) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

11) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

12) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

13) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. 

 

 Rumah Sakit, RS Bersalin/Klinik Rawat Inap, Lab. Kesehatan, 

Balai Pengobatan/Klinik Rawat Jalan dan Poliklinik diizinkan 

dengan syarat: 

1) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar; 

2) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT 

dan Ketua RW;  

3) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 



4) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

5) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

6) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

7) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

8) Menyediakan lahan untuk taman dan parkir secara 

memadai di dalam persil lahan yang diajukan; 

9) Menyediakan halte/celukan di depan persil lahan sesuai 

rekomendasi ANDAL LALIN; 

10) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di 

dalam persil lahan yang diajukan; 

11) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

12) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

13) Kegiatan selain pelayanan kesehatan berupa perdagangan 

dan jasa serta penginapan dimungkinkan dilakukan di 

dalam persil lahan yang diajukan, selama fungsinya 

diperuntukan sebagai penunjang fasilitas kesehatan dan 

luasan lantai yang digunakan tidak melebihi 5 (lima) persen 

dari total luas lantai bangunan dalam persil yang diajukan;  

14) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.; 

15) Mengenakan biaya dampak pembangunan (development 

Impact Fee); 

 

 

 

 



16) Untuk Rumah Sakit, RS Bersalin, Klinik Rawat Inap dan 

Laboratorium Kesehatan dimungkinkan perbedaan dalam 

implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan 

bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat 

masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi 

ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme 

transfer of development rights sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Wali Kota. 

 

 Graha/Gedung Pertemuan/GSG, Gedung 

Pertunjukan/Kesenian/Theatre, Masjid, Wisata Buatan dan 

Wisata Budaya, diizinkan dengan syarat: 

1) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar; 

2) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT 

dan Ketua RW;  

3) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 

4) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

5) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

6) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

7) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

8) Menyediakan lahan untuk taman dan parkir secara 

memadai di dalam persil lahan yang diajukan; 

9) Menyediakan halte/celukan di depan persil lahan sesuai 

rekomendasi ANDAL LALIN; 

10) Fasad bangunan semenarik mungkin sebagai landmark 

kawasan; 

11) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di 

dalam persil lahan yang diajukan; 



12) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah;  

13) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

14) Untuk Graha/Gedung Pertemuan/GSG, Gedung 

Pertunjukan/Kesenian/Theatre, Masjid, Wisata Buatan dan 

Wisata Budaya, dimungkinkan perbedaan dalam 

implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan 

bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat 

masih memenuhi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi 

ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme 

transfer of development rights sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Wali Kota. 

 

 Superblok, Stasiun/Terminal Terpadu diizinkan dengan syarat: 

1) Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat;  

2) Tidak mengganggu kualitas lingkungan di sekitarnya; 

3) Menyediakan hanya satu akses keluar/masuk ke jalan 

utama, dan untuk bangunan-bangunan yang ada 

didalamnya disediakan sirkulasi kendaraan yang memadai; 

4) Menyediakan alokasi parkir yang memadai, taman, serta 

intalasi pengolahan air limbah tersendiri di dalam persil 

lahan yang diajukan; 

5) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 

6) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

7) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

8) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

9) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 



10) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

11) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

12) KDB maksimal 60%, KLB maksimal 4 dan KDH minimal 

20% untuk semua lokasi perdagangan dan jasa di seluruh 

Kota Depok; 

13) Untuk Superblok dan Stasiun/Terminal Terpadu 

dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan 

teknis dan pemanfaatan bangunan/intensitas bangunan, 

dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan 

daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan 

implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan 

mekanisme transfer of development rights sebagaimana yang 

diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%. 

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 75% hanya 

diperuntukan di PPK pada ruas Jalan Margonda Raya, Jalan Ir. H. 

Juanda, Jalan Raya Transyogi dan Jalan Raya Parung-Ciputat. 

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6. 

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 8 hanya 

diperuntukan di PPK pada ruas Jalan Margonda Raya, Jalan Ir. H. 

Juanda, Jalan Raya Transyogi dan Jalan Raya Parung-Ciputat. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 



III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam 

subzona K-2 mengikuti aturan GSB yang berlaku. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Fasad bangunan dibuat semenarik mungkin dengan 

memperhatikan elevasi jarak pandang pengguna jalan, 

dimungkinkan dibuat artwork di halaman depan persil 

perdagangan dan jasa sebagai landmark kawasan; dan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

 Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media 

air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara 

manual berupa APAR maupun otomatis;  

 Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 



b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air;.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

 

  



Zona  : Perkantoran (KT) 

SubZona : Perkantoran Pemerintah (KT) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%. 

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam 

subzona KT-1 (Perkantoran Pemerintah) mengikuti ketentuan GSB 

yang berlaku atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke 

dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

 



d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air;  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 



 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

 

 

 

  



Zona  : Industri dan Pergudangan (I) 

SubZona : Industri dan Pergudangan (I) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan Terbatas (T): 

 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Asrama, diizinkan dengan syarat: 

1) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat; 

2) Untuk bentuk rumah susun berlaku ketentuan penyediaan 

prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal; 

3) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

4) KDB maksimal 60%, KLB maksimal 6, KDH Minimal 20%; 

5) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah 

sebagai sumber air bersih;  

6) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-

UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;  

8) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

9) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

10) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

11) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. 

 



 Toko Bangunan, Jasa Riset & Pengembangan IPTEK, Jasa 

Pengiriman Barang, Jasa Pergudangan Terbuka dan Jasa 

Pergudangan Tertutup, diizinkan dengan syarat: 

1) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar; 

2) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT 

dan Ketua RW;  

3) Menyediakan lahan parkir untuk konsumen dan 

kendaraannya secara memadai di dalam persil lahan yang 

diajukan; 

4) Untuk Toko Bangunan, Jasa Pergudangan Terbuka dan 

Jasa Pergudangan Tertutup tidak diperkenankan parkir 

dan melakukan maneuver kendaraan serta aktivitas 

bongkar muat di luar persil lahan yang diajukan yang dapat 

menyebabkan antrean kendaraan di jalan; 

5) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di 

dalam persil lahan yang diajukan; 

6) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari 

instansi yang menangani urusan penataan ruang; 

7) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

8) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

9) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

10) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan 

penyusunan rekomendasi DAMKAR; 

11) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar 

mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas 

tanah; 

12) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

13) Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok atau 

mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang untuk 

pengaturan distribusinya; 



14) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan 

persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas 

keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; 

15) Untuk Jasa Pergudangan Terbuka dan Jasa Pergudangan 

Tertutup dimungkinkan perbedaan dalam implementasi 

ketentuan teknis dan pemanfaatan bangunan/intensitas 

bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya 

dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila 

terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis 

bangunan maka dikenakan mekanisme transfer of 

development rights sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan Wali Kota. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%. 

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan mengikuti 

ketentuan GSB yang berlaku atau minimal 3 (tiga) meter diukur 

dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

 

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 



d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

  



Zona : Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

SubZona : SPU-1 (Sarana Pelayanan Umum Pendidikan) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

Tidak Ada 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

 

 

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 



d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

 

  



SubZona : SPU-2 (Sarana Pelayanan Umum Transportasi) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

Tidak Ada 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

 

 

 

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air; 

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 



d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

 

  



SubZona : SPU-3 (Sarana Pelayanan Umum Kesehatan) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

Tidak Ada 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

 

 

 

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 



d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

  



SubZona : SPU-4 (Sarana Pelayanan Umum Olahraga) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

Tidak Ada 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

 

 

 

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 



d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

  



SubZona : SPU-6 (Sarana Pelayanan Umum Peribadatan) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

Tidak Ada 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

 

 

 

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 



d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

  



Zona : Peruntukan Lainnya (PL) 

SubZona : PL-1 (Pertanian) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Pemanfaatan ruang pada lahan pertanian dengan luasan kurang dari 

3000 (tiga ribu) meter persegi dan merupakan kepemilikan 

perorangan dan/atau perusahaan berdasarkan sertifikat dan/atau 

girik, dimungkinkan untuk kegiatan budidaya selain pertanian 

dengan ketentuan intensitas bangunan menyesuaikan dengang 

lingkungan di sekitarnya. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Untuk BTS terbatas terletak di lokasi lahan kosong dengan 

jarak terdekat dengan bangunan sejauh jarak radius rebah 

sesuai ketentuan perundangan yang mengatur Menara 

telekomunikasi; 

 Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, 

KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya;  

 Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat; dan 

 Harus memperoleh izin dari instansi Pemerintah Daerah yang 

menangani urusan komunikasi dan informatika. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling 

maksimum sebesar 45%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 



d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

 

 

 

 



b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot 

tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan. 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

  



SubZona : PL-3 (Pariwisata) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 BTS diizinkan dengan syarat: 

1) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT 

dan Ketua RW setempat; 

2) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat 

pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan 

Sampah) serta IPAL yang terintegrasi dengan sistem 

pengolahan limbah komunal terdekat; 

3) Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, 

KLB dan KDH yang berlaku di zona perdagangan dan jasa 

pada persil lahan yang berbatasan langsung dengannya;   

4) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling 

maksimum sebesar 60%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

 



III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan;. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  



 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zona : Peruntukan Khusus (KH) 

SubZona : Pertahanan dan Keamanan Negara (KH-1) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Pemanfaatan ruang pada lahan pertanian dengan luasan kurang dari 

3000 (tiga ribu) meter persegi dan merupakan kepemilikan 

perorangan dan/atau perusahaan berdasarkan sertifikat dan/atau 

girik, dimungkinkan untuk kegiatan budidaya selain pertanian 

dengan ketentuan intensitas bangunan menyesuaikan dengang 

lingkungan di sekitarnya. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

c. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

 Rumah susun sederhana (<4 lantai) 

1) letak rumah susun berada di radius yang diatur oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

d. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Untuk BTS terbatas terletak di lokasi lahan kosong dengan 

jarak terdekat dengan bangunan sejauh jarak radius rebah 

sesuai ketentuan perundangan yang mengatur Menara 

telekomunikasi; 

 Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, 

KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya;  

 Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat; dan 

 Harus memperoleh izin dari instansi Pemerintah Daerah yang 

menangani urusan komunikasi dan informatika 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling 

maksimum sebesar 45%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2. 



c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 



b. Ruang Terbuka Hijauf:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air; 

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

 

 

 



Zona : Peruntukan Khusus (KH) 

SubZona : Tempat Pembuangan Akhir (KH-2) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada. 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, 

KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya;  

 Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat; dan 

 Harus memperoleh izin dari instansi Pemerintah Daerah yang 

menangani urusan komunikasi dan informatika. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling 

maksimum sebesar 45%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 



b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

 

 



c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

  

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zona : Peruntukan Khusus (KH) 

SubZona : Gardu Induk (KH-4) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada . 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, 

KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya; dan  

 Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling 

maksimum sebesar 60%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20% 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan.; 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 



 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zona : Peruntukan Khusus (KH) 

SubZona : Lembaga Pemasyarakatan (KH-5) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

Tidak Ada. 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

 Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, 

KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya; dan  

 Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW 

setempat. 

 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling 

maksimum sebesar 60%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20%, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya 

arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota 

Depok. 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 



d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 

 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zona : Peruntukan Khusus (KH) 

SubZona : Rumah Potong Hewan (KH-6) 

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX) 

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada 

Lampiran 67. 

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan 

bersyarat adalah: 

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):  

- 

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):  

- 

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

a. KDB  

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling 

maksimum sebesar 45%.  

b. KLB  

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2. 

c. KDH  

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas 

lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m2 RTH 

diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 

d. KTB  

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, 

dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan 

Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.  

 

III. Ketentuan Tata Bangunan 

a. GSB  

 GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan 

terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter 

diukur dari pagar ke dinding bangunan. 

b. Ketinggian maksimum dan minimum:  

 Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas 

lantai bangunan. 

 

 

 



c. Jarak bebas antar bangunan minimum: 

 Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang 

bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 

4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter 

dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.  

d. Tampilan bangunan 

 

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum  

a. Jalur Pejalan Kaki:  

Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi 

bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air 

(sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual 

berupa APAR maupun otomatis.  

Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas 

jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau 

plaza antar bangunan.  

 

b. Ruang Terbuka Hijau:  

 RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya 

menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman 

langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-

pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman 

atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak 

terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada 

media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin 

dan relatif tidak memerlukan banyak air.  

 wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang 

sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.  

 

c. Ruang Terbuka Non Hijau:  

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH 

berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas 

publik.  

 

d. Utilitas Perkotaan:  

 Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat 

dilalui mobil pemadam kebakaran; 



 Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem 

pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi 

dengan sistem jaringan perkotaan; 

 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran; 

 Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah 

dengan komposter; 

 Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

 

e. Prasarana Lingkungan:  

 sarana jalan; 

 sumber air; 

 instalasi air bertekanan dan/atau air panas (suhu 800C); 

 sistem saluran pembuangan limbah cair. 

 

f. Fasilitas Pendukung:  

 tempat sembelih; 

 ruang pengolahan kulit; 

 KM/WC; 

 kantor; 

 ruang cold storage; 

 laboratorium; 

 ruang karyawan. 
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